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BAB IV 

ANALISIS  FATWA DSN TERHADAP UJRAH TALANGAN HAJI YANG 

MELEBIHI TEMPO DI KJKS BMT MANDIRI SEJAHTERA CABANG DUKUN 

JAWA TIMUR 

A. Analisis Aplikasi Terhadap  Penerapan  Ujrah Pada Dana Talangan Haji 

Yang Melebihi Tempo. 

1. Pada saat nasabah melakukan pembiayaan dana talangan haji, nasabah 

tersebut sudah membayar dengan menyicil atau mengangsur dana talangan 

haji tersebut, namun pada saat jatuh tempo belum lunas dan secara 

otomatis nasabah tersebut disuruh membayar ujrah dan menyerahkan 

jaminan namun ujrah atas jaminan tersebut berbeda- beda tergantung 

jaminan yang diberikan. 

 Mengenai barang yang dijadikan jaminan dalam transaksi pinjaman 

ini baik al Quran, Sunnah dan  Ijma’ tidak ada yang menjelaskan secara 

pasti apakah barang tersebut berupa barang bergerak ataupun barang tak 

bergerak, akan tetapi menurut pandangan syara’ dijelaskan bahwa yang 

dijadikan jaminan adalah barang yang ada harganya, tidak termasuk barang 

najis atau bernajis.
1
  

Namun  menurut fatwa DSN dalam rahn.
2
 

                                                           
1
 Al-Jaziri, Terjemahan Fiqih Empat Madzhab.  257. 

2
 Fatwa Dewan Syari’ah Nasional. Nomor: 25/dsn/-mui/iii/2002. 
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Ketentuan Umum 

1. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun 

(barang) sampai semua hutang rahin (yang menyerahkan barang) 

dilunasi. 

2. marhun (barang) dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin  pada 

prinsipnya. Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali 

seizin rahin. Dengan tidak mengurangi nilai marhun dan 

pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan 

perawatannya. 

3. Pemeliharaan dan peyimpanan marhun pada dasarnya menjadi 

kewajiban rahin namun dapat dilakukan juga oleh murtahin. 

Sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi 

kewajiban rahin. 

4. Besar pembiayaan biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun 

tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. 

5. Penjualam marhun  

a. Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin 

untuk segera melunasi hutangnya. 

b. Apabila rahn tidak dapat melunasi hutangnya, maka marhun 

dijual paksa atau dieksekusi melalui lelang sesuai dengan 

syariah. 
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c. Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi hutang, 

biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar 

serta biaya penjualan. 

d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan 

kekurangannya menjadi kewajiban rahin. 

Maka pada kasus tersebut tambahan atas imbalan yang diterima 

murtah}in adalah dibolehkan karena marhu>n yang dijadikan jaminan utang 

telah dipelihara oleh murtah}in.  karena tambahan atas imbalan tersebut 

sebagai jasa perawatan dan pemeliharaan jaminan tersebut. Namun ujrah ini 

dikenakan berbeda-beda atas barang jaminan yang diserahkan. 

2. Nasabah yang tidak bisa membayar sama sekali itu tetap dikenakan ujrah 

yang sama seperti diawal. Maka yang seperti ini tidak dibolehkan karena 

ketika ija>rah selesai dan nasabah sudah mengambil manfaat dari jasanya 

tersebut maka tidak boleh mengambil ujrah kembali seperti hadist yang 

berbunyi 

   )رواه ابو يعلي وابن ماجه والطبرنى والتزمذى(   هُقَزَعَ فَّجُيَ نْاَ لَبِقَ هُزَجِأَ زَيِجِوا الَأطُعِااُ

  

"    Berikanlah upah atau jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum 

kering keringat-keringat mereka." (HR Abu Ya’la, Ibnu Majah, Ath-

Tabrani, dan at- Tirmizi).” 
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Apabila mengambil ujrah  maka menggunakan akad qard  sebagai 

tambahan hutangnya. Dan itu tidak diperbolehkan karena setiap hutang tidak 

boleh ada tambahan dan itu dapat dikategorikan riba. Karena dari akad 

ija>rahnya sudah selesai dan apabila seat porsi haji sebagai jaminan dari akad 

rahnnya maka tidak sesuai dengan ujrah yang diberikan kepada nasabah 

karena pihak KJKS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Dukun sudah tidak 

melakukan apa-apa terhadap jasa yang diberikan, hanya saja menjaga jaminan 

yang ditipkan dan seharusnya dalam pengambilan ujrah tidak disesuaikan 

seperti di depan. 

Pembiayaan dana talangan haji yang dilakukan oleh KJKS BMT 

Mandiri Sejahtera cabang Dukun Jawa Timur adalah suatu akad yang 

memakai akad  ija>rah, qard}, dan rahn. Yang dilakukan oleh nasabah dan 

KJKS BMT dalam hal nasabah mengajukan pembiayaan dana talangan haji 

untuk mendapatkan pinjaman dan pengurusan dalam mendapatkan seat porsi 

haji. 

Dalam pembiayaan dana talangan haji ini nasabah harus mematuhi 

persyaratan yang sudah ditentukan KJKS BMT Mandiri Sejahtera Cabang 

Dukun, yaitu nasabah harus menyetorkan uang 6.200.0000 untuk 

mendapatkan talangan tersebut. Dan dalam hal ini KJKS BMT Mandiri 

Sejahtera  juga menahan seat porsi haji untuk di jaminkan apabila nasabah 

dalam waktu ditentukan tidak dapat melunasi talangannya tersebut. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

86 
 

Pada KJKS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Dukun menetapkan ujrah  

3.000.000 untuk tahun kedua apabila nasabah dalam jatuh tempo tidak dapat 

membayar talangannya yaitu dengan membayar ujrah kembali. Dalam hal ini 

nasabah harus menjaminkan barang berharga, jadi akad kedua ini seperti akad 

rahn, dan dari pihak KJKS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Dukun Jawa 

Timur sudah mempertimbangkannya sesuai dengan barang tersebut yang 

dijaminkan. 

Dari pengertian di atas maka mekanisme operasional KJKS BMT 

Mandiri Sejahtera dapat digambarkan sebagai berikut: melalui akad talangan 

tersebut KJKS BMT Mandiri Sejahtera memakai akad qard} dan yang kedua 

ija>rah dan apabila nasabah dalam waktu jatuh tempo tidak dapat membayar 

maka  memakai akad rahn. 

Dalam pemberian pembiayaan dana talangan haji tersebut 

sebagaimana dijelaskan, maka perlu analisis pemberian tahapan pembiayaan 

dana talangan antara lain: 

1. Setiap permohonan pembiayaan dana talangan haji wajib dianalisa 

dan dievaluasi meliputi kejujuran dll. 

2. Sebelum pinjaman diberikan, adanya kesepakatan kedua belah 

pihak terhadap perjanjian yang mereka buat. 
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3. Proses analisa pembiayaan dilakukan dengan melengkapi 

pengisian formulir permohonan, dan menyetorkan syarat-syarat 

yang diminta oleh pihak KJKS BMT Mandiri Sejahtera. 

Kemudian dalam penentuan ujrahnya. Pihak  KJKS BMT menentukan 

ujrah yang dikenakan tidak sama dengan ujrah sebelumnya karna harus 

disesuaikan dengan barang jaminan yang diserahkan kepada pihak KJKS 

BMT Mandiri Sejahtera tersebut.  

Dari hasil wawancara dan penjelasan tentang penetapan ujrah  dalam 

akad, bahwa menurut bapak Sujianto biaya ujrah bisa berbeda dilihat dari 

jaminan dan hutangnya tersebut. Ini ditunjukan untuk nasabah yang tidak 

dapat membayar saat jatuh tempo.   

Jika dilihat dari aplikasi penetapan ujrah tersebut di atas, terdapat 

perbedaan mengenai penentuan ujrah antara kedua nasabah tersebut. Dimana 

nasabah yang melakukan pinjaman tersebut , karena jumlah besarnya ujrah 

yang kedua tersebut ditentukan oleh besarnya pinjaman dan berharganya 

barang jaminan.  

Dalam masalah ini bahwa nasabah di awal diwajibkan membayarkan 

ujrah dan jika tidak dapat membayar dengan waktu yang ditentukan selama 1 

tahun, maka nasabah dikenakan ujrah untuk tahun kedua dan ujrah tersebut 

harus dibayarkan di awal lagi dan harus membayar sesuai ujrah  sperti di awal 
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maka terlihat disini bahwa terdapat adanya pembebanan ujrah ketika nasabah 

sudah mendapatkan seat porsi haji dalam pembayaran ujrah nasabah.  

Beban ujrah yang ditanggung oleh nasabah tersebut sudah terdapat 

kesepakatan di awal tidak keberatan jika dikenakan ujrah untuk tahun kedua, 

menurut nasabah sujanto bahwa itu merupakan konsekuensi dan tanggung 

jawab saya karena ketidak mampuan atas telat dalam bayar dana talangan 

pada jatuh tempo yang ditentukan jadi disini dapat dilihat bahwa adanya 

kerelaan dan kesepakatan. Menurut dalam fiqih Sunnah bahwa itu boleh 

dilakukan  

Menurut madzhab Hanafi bahwa upah tidak dibayarkan hanya dengan 

adanya akad. Boleh untuk memberikan syarat mempercepat upah seperti 

sebagian upah dan menangguhkan sisanya sesuai dengan kesepakatan kedua 

belah pihak. Dasar hukumnya adalah hadist Rasulullah yang artinya “Orang-

orang muslim itu sesuai dengan syarat mereka” 

Jika tidak tercapai kesepakatan saat akad dalam hal mempercepat 

atau menangguhkan upah sekiranya upah dikaitkan dengan waktu tertentu 

maka wajib dipenuhi sesudah jatuh tempo. Jika akadnya atas jasa, maka 

wajib membayar upah pada saat jasa telah dilakukan. Apabila akad 

dilaksanakan tanpa syarat mengenai penerimaan bayaran dan 

penangguhannya, Abu Hanifah dan Malik berpendapat, “Wajib diserahkan 

berangsur, sesuai dengan manfaat yang diterima. 
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Perpanjangan akad dapat dilaksanakan karena di dalam Islam akad 

dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan. 

Akad qard} digunakan untuk talangan haji sebagai pinjaman murni 

sedangkan untuk pengurusan jasa memakai akad ija>rah.  

B. Tinjauan hukum Islam terhadap ujrah talangan haji yang melebihi tempo di 

KJKS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Dukun Jawa Timur. 

Penerapan ujrah talangan haji yang melebihi tempo. Yaitu sesuai 

dengan ketetapan dari pihak KJKS sesuai dengan produk pembiayaan. Hal ini 

dilakukan oleh pihak KJKS BMT Mandiri Sejahtera sesuai dengan 

pertimbangan dan mempermudah nasabah dalam melunasi hutang tersebut. 

Maka dengan hal ini pihak KJKS BMT Mandiri Sejahtera menetapkan ujrah 

agar pihak nasabah tidak melanggar peraturan tersebut.
3
 

Menurut penulis ujrah  yang dibebankan kepada nasabah untuk tahun 

kedua ketika nasabah tidak dapat membayar itu diperbolehkan karena itu 

sebagai perjanjian di awal dan dari pihak KJKS BMT Mandiri Sejahtera 

Cabang Dukun Jawa Timur sudah melakukan tugasnya dalam hal 

memberikan fasilitas dan membantu para nasabah untuk mendapatkan seat 

porsi haji. sehingga pihak dari KJKS sudah wajib memperoleh ujrah dari 

nasabah. 

                                                           
3
 Ibid. 
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Namun pada kenyataannya KJKS BMT Mandiri Sejahtera Cabang 

Dukun Jawa Timur menggunakan tiga akad yaitu qard} digunakan untuk dana 

talangan haji sedangkan yang kedua memakai akad ija>rah untuk pengurusan 

seat porsi haji. dan apabila untuk tahun kedua yang melebihi tempo maka 

didakan perjanjian ulang atau perpanjangan akad, maka bagi nasabah yang 

pada saat jatuh tempo tidak dapat membayar maka harus membayar ujrah 

lagi dengan kata lain tidak untuk pengurusan haji tetapi pindah ke akad rahn 

yaitu dengan menjaminkan barang berharga yang dimiliki sehingga ujrah 

pada tahun kedua untuk perawatan barang dan nasabah dapat dipinjami uang 

dengan syarat dibayarkan untuk melunasi cicilan yang belum lunas saat jatuh 

tempo. Sehingga menurut fatwa DSN termasuk diperbolehkan karena dilihat 

dari syarat-syarat gadai tersebut sudah terpenuhi. 

C. Analisis Hukum Islam terhadap ujrah yang dibebankan. 

Dalam syarat ija>rah bahwa mengenai harga sewa atau upah, disyaratkan 

harus diketahui oleh kedua belah pihak yang berakad, baik dalam segala 

bentuk transaksi sewa-menyewa atau upah mengupah. Menurut Imam Sha>fi’i 

dan Ahmad, “Ia berhak sesuai akad. Jika orang yang menyewakan (mu’ajir) 

menyerahkan barang atau jasa kepada orang yang menyewa (musta’jir), maka 

ia berhak menerima seluruh  bayaran karena penyewa sudah mendapatkan 
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manfaat dari kontrak. Dan ia wajib menyerahkan kompensasi agar dapat 

menerima barang atau jasa tersebut. 

Mengenai ujrah yang dibebankan kepada nasabah tergantung kepada 

nasabah talangan haji yang sudah membayar atau mencicil, apabila nasabah 

tersebut pada tahun kedua sudah bisa membayar atau mencicil dana talangan 

haji tersebut maka ujrah yang dibebankan tidak sama dilihat dari besarnya 

hutang dan jaminannya sehingga ujrah tersebut tidak lagi ikut upah ija>rah 

melainkan upah dari perawatan jaminan yang di jaminkan sebagai hutang 

dalam perpanjangan akad dana talangan haji. sehingga beban ujrah yang 

dikenakan kepada nasabah yaitu dengan memakai akad rahn. 

Maka dalam hal ini ujrah yang dikenakan kepada nasabah itu 

diperbolehkan, karena sebagai upah untuk menjaga barang dari pemiliknya. 

 

 

 

 


